
 
 

 
 

 
WALIKOTA BATAM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN WALIKOTA BATAM 
NOMOR 21 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS TRANS 

BATAM PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PELAYANAN JASA TRANSPORTASI  

DINAS PERHUBUNGAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BATAM, 

Menimbang :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat 
(5) Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2015 

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa 
Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam, maka 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Bus 

Trans Batam pada Unit Pelaksana Teknis Badan 
Layanan Umum Daerah Pelayanan Jasa Transportasi 
Dinas Perhubungan; 

Mengingat :     1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik  Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 
98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2019 Nomor 7); 

 8. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2015 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Transportasi 
Dinas Perhubungan Kota Batam (Berita Daerah Kota 

Batam Tahun 2015 Nomor 426); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF 

ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS TRANS 
BATAM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN JASA 

TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN. 
 

Pasal 1 
 

Struktur dan besarnya tarif angkutan penumpang 

umum Bus Trans Batam Reguler sebagai berikut: 
 
 



a. Penumpang umum: 

1. Non Tunai : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 

dan 

2. Tunai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). 

b. Pelajar : 

1. Non Tunai  : Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus 
rupiah); dan 

2. Tunai : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 
 

Pasal 2 

(1) Peraturan Walikota ini berlaku efektif 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal diundangkan. 

(2) Pemberlakuan efektifitas Peraturan Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimaksudkan untuk dilakukan sosialisasi 
terlebih dahulu kepada masyarakat. 

 

Pasal 3 
 

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka 
Keputusan Walikota Batam Nomor 405/HK/XI/2014 
tanggal 24 November 2014 tentang Penyesuaian Tarif 

Penumpang Umum di Kota Batam masih tetap 
berlaku kecuali ketentuan Lampiran angka 3 Daftar 

Tarif Trans Batam (umum) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 
 
 

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 April 2021      

 
WALIKOTA BATAM, 

                                                                                       
                                                                                          dto 

 

MUHAMMAD RUDI 
Diundangkan di Batam 
pada tanggal 14 April 2021  

     
   SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 

 
                          dto 

 

                     JEFRIDIN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

Ub 
Plt. Kepala Bagian Hukum 

 
 
 
 

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si 
Pembina Utama Muda  

               NIP. 19671224 199403 1 009 
 

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 808 

 


